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Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam Dana
Alokasi Urnum (DAU) Tambahan Tabun Anggaran 2020 untuk
kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di
kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tertib
administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 130Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan, perlu adanya petunjuk
pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Yang Pendanaannya Bersumber Dari Dana Alokasi
Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara RepubJik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47. Tambahan Lembaran Negara RepuhJik Indonesia Nomor
4286);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
[LernbaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara RepuhIikIndonesia Nomor4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor92, Tarnbahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5533);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2018 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6206);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2018 Nomor33);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tabun 2011 tentang Perubaban Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah [Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

18. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata
Cara Perubaban Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1213);

19. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 130Tahun 2018 tentang
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluraban dan
Pemberdayaan Masyarakat di Keluraban (Berita Negara Republik
Indonesia Tabun 2019 Nomor 139);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor46);

21. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan NomorPER-
1/PK/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan
Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambaban Tahun
Anggaran 2020;

22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/.Jasa
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
(Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor761);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerab Kabupaten Tabalong Tabun 2010 Nomor 02, Tambaban
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana
telah diubab dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerab
Kabupaten Tabalong Nomor02 Tabun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2017 Nomor02);
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah unsur

pembantu bupati dan DewanPerwakilanRakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

Pasall

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURANBUPATI TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNANSARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAANMASYARAKATDI
KELURAHANYANGPENDANAANNYABERSUMBERDARIDANA
AWKASIUMUMTAMBAHANTAHUNANGGARAN2020.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerab Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor OS,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor02);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor OS, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor01);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2019 Nomor09);

27. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata
KerjaKecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor67);

28. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 [Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019
Nomor53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Tabalong Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (BeritaDaerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020
Nomor03);
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15.Kuasa BUDadalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PAadalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPDyang dipimpinnya.

17.Kuasa PenggunaAnggaranyang selanjutnya disingkat KPAadalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

18. Pejabat PembuatKomitmenyang selanjutnya disingkat PPKadalah pejabatyang
diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan danj'atau
melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
negara/ anggaran belanja daerah.

19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTKadalah
pejabat pada Unit SKPDyang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekurnpulan tindakan
pengerahan sumber daya baikyang berupa personilatau sumber dayamanusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk
menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/ jasa.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seJanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

9. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAUTambahan
adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah untuk kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan.

10. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat
berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi
dan kondisi dirinya.

11. LembagaPemberdayaanMasyarakatKelurahanyang selanjutnya disingkat LPM
adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai
Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta
kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

12. Pembangunan Sarana Prasarana LingkunganKelurahan adalah pembangunan
fisik dengan konstruksi sederhana di lingkup kelurahan dengan berpedoman
pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan sesuai dengan skala
prioritas.

13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan daerah.

14.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat
PengelolaKeuanganDaerahyang bertindak dalam kapasitas sebagaiBendahara
UmumDaerah.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat
Kecamatan.
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20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK SKPDadalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD.

21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

22.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk
membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada
yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan di
tingkat kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat
dan memutuskan prioritas untuk pembangunan jangka pendek.

24. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKAadalah dokumen
perenCanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar
pe1aksanaan oleh PAlKPA.

26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

27. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung
kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah
kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jurnlah, penerima, peruntukan, dan
waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

28. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan Kegiatan
SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran
langsung dan uang persediaan.

29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban
pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu)
periode anggaran.

32. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUDadalah rekening
tempat penimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran
Daerah pada Bank yang ditetapkan.
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.. ..a. jarmgan air mmum;
b. drainase dan selokan;
c. sarana pengumpulan dan pengolahan sampah;
d. sumur resapan;
e. jaringan pengelolaanair limbah domestik skala pemukiman;
f. alat pemadam api ringan;
g. pompa kebakaran portabel;
h. penerangan lingkungan pemukiman; danjatau
1. sarana prasarana lingkungan pemukiman.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangandan pemeliharaan sarana prasarana
transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. jalan pemukiman;
b. jalan poros Kelurahan; danj atau
c. sarana prasarana transportasi.

Pasal4

(1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat
(2) huruf a, meliputi:

(1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a digunakan untuk membiayaipelayanan sosial
dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup
rnasyarakat.

(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan

prasarana lingkungan pemukiman;
b. pengadaan, pernbangunan, pengernbangan, dan pemeliharaan sarana dan

prasarana transportasi;
c. pengadaan, pembangunan, pengernbangan, dan pemeliharaan sarana dan

prasarana kesehatan; danj atau
d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan

prasarana pendidikan dan kebudayaan.
(3) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibatasi hanya untuk sarana dan
prasarana yang bersifat dan memerlukan teknologisederhana.

Pasal3

BagianKedua
KegiatanPembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan:
a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal2

BagianKesatu
Umum

BAB II
KEGIATAN
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(1) Pembinaanmasyarakat bidangkesehatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal
5 ayat (2)huruf a meliputi:
a. pelayananperilaku hidup bersih dan sehat;
b. keluargaberencana;
c. pelatihan kader kesehatan masyarakat; darr/atau
d. kegiatanpengelolaanpelayanan kesehatan masyarakat.

(2) Pembinaan masyarakat bidang pendidikan dan kebudayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf b meliputi:
a. penyelenggaraanpelatihan kerja;
b. penyelengaraankursus seni budaya;dan/ atau
c. kegiatanpengelolaanpelayanan pendidikandan kebudayaan.

(3) Pembinaan pengernbanganusaha rnikro, kecil, dan menengah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf c meliputi:
a. penyelenggaraanpelatihan usaha;
b. Pelatihanstart up digital pemasaran produk usaha; darr/ atau
c. kegiatanpengelolaanpengembanganusaha mikro,kecildan menengah.

Pasal 6

BagianKetiga
KegiatanPemberdayaanMasyarakatdi Kelurahan

Pasa15

(1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud
dalamPasal 2 huruf b, digunakanuntuk peningkatankapasitas dan kapabilitas
masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya
sendiri.

(2) Kegiatanpemberdayaanmasyarakat di Kelurahansebagaimanadimaksud pada
ayat (1)meliputi:
a. pembinaanmasyarakat bidangkesehatan;
b. pembinaanmasyarakat bidangpendidikandan kebudayaan;
c. pembinaan pengembanganusaha mikro,kecildan menengah;
d. pembinaan pengembanganlembagakernasyarakatan;
e. pembinaan peningkatan ketentraman, ketertiban urnurn dan perlindungan

masyarakat; dan/ atau
f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta

kejadian luar biasa lainnya.

(3) Pengadaan,pembangunan, pengembangandan pemeliharaansarana prasarana
kesehatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal,
b. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu; darr/atau
c. sarana prasarana kesehatan.

(4) Pengadaan,pembangunan,pengembangandan pemeliharaansarana prasarana
pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf d. meliputi:
a. taman bacaan masyarakat;
b. bangunan pendidikananak usia dini;
c. wahana perrnainan anak di pendidikananak usia dini; danIatau
d. sarana prasarana pendidikandan kebudayaan.
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(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun dalam dokumen
perencanaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Daftar usulan kegiatan dikonsultasikan kepada Dinasjlnstansi terkait untuk
mendapatkan rekomendasi kegiatan yang selanjutnya diserahkan ke Bappeda.

(3) Bappeda memberikan rekomendasi persetujuan perencanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)untuk dapat dianggarkan oleh BPKAD.

Pasal8

(1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dan Pasal 6 dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan
Kelurahan.

(2) Dalamhal terdapat penambahan danjatau perubahan kegiatan pembangunan
sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara
Lurah dengan lembagapemberdayaan masyarakat Kelurahan.

(3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk
mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan danj atau
perubahan.

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dibuat dalam bentuk berita
acara.

Pasal 7

(4) Pembinaan pengembangan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2)huruf d, meliputi:
a. pelatihan pembinaan LembagaKemasyarakatanKelurahan; danjatau
b. kegiatan pengelolaanlembagakemasyarakatan.

(5) Pembinaan peningkatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf e meliputi:
a. pengadaanjpenyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamananfketertiban

Kelurahan; danj atau
c. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat.

(6) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta
kejadian luar biasa lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf
fmeliputi:
a. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
d. edukasi manajemen proteksi kebakaran; danjatau
e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat.
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(1) Bupati menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan.

(2) Camat selaku PAmenunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Ketja
Perangkat Daerah di Kecamatan dan PPTKdi Kelurahan.

(3) Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan
berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa PenggunaAnggaranmelalui BUD.

Pasal 12

Bagian Kesatu
Umum

BABIV
PELAKSANAANANGGARAN

AlokasiAnggaranmasing-masing Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasall1

(1) Berdasarkan dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Kecamatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai dengan
sumber pendanaan masing-masing kegiatan.

(2) Rencana Kerjadan AnggaranKecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku KPAsesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing
dituangkan pada Rencana Kegiatandan Anggaran tersendiri.

(4) RKAsebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan asistensi sampai terbitnya
atau menjadi DPA.

Pasal 10

(1) Penganggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bersumber dari DAUTambahan Tahun
Anggaran2020 yangditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan ke dalam
anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal9

BAB III
PENGANGGARAN
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(1) Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok
masyarakat dan Iatau organisasi kemasyarakatan.

(2) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan kelompok
masyarakat melalui meknisme Swakelola Tipe III atau Swakelola Tipe IV
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
Swakelola.

Pasal15

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD di Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas:
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan

oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
h. meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu;
c. melakukan verifikasi SPP;
d. menyiapkan SPM;
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
f. melaksanakan akuntasi SKPD;dan
g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Pasal 14

(1) KPA dalam Pengadaan Barang/.Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai
dengan pelimpahan dari PA.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPA berwenang
menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

(3) KPAdapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) yang terkait dengan:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran

belanja; danl atau
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja

yang telah ditetapkan.

(4) KPAdapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Barang/ .Jasa.

(5) Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat
merangkap sebagai PPK.

Pasa113

(4) Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan SPP Langsung (LS)dan
pengajuan SPP TU hanya dikhususkan untuk dana Kecamatan yang
dilimpahkan keuangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
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(1) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPDdi Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan
pertanggungjawaban yang disampaikan olehBendahara Pengeluaran Pembantu
kepada KPA.

(2) Verifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan

keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang

tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas

beban pengeluaran per rincian objek; dan
d. menguji kebenaran sesuai dengan SPMdan SP2Dyang diterbitkan periode

sebelumnya.

Pasal 18

(1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan mekanisme tambahan
uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(2) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan
selaku entitas akuntansi.

(3) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan
berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan
pertanggungjawaban fungsional.

(4) Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun
rekening Kelurahan menjadi SiLPAyang akan diperhitungkan pada alokasi
un tuk Kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 17

BABV
PENATAUSAHMNDANPERTANGGUNGJAWABAN

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 16

(3) Dalam hal pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka
perencanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa
pemerintah.
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa121

BAB VII
KETENTUANPENUTUP

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dalam
bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan
pengembangansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat juga dilakukan oleh
PemerintahPusat dan Gubernur sebagaiwakilPemerintahPusat.

(3) Pengawasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)dilakukan dalam
bentuk reviu, monitoring;evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal20

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan
pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaanmasyarakat di
Kelurahan.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan
kewenangannyakepada Carnat.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dalam pelaksanaannya
dibantu oleh Inspektorat KabupatenTabalong.

(4) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal19

BABVI
PEMBINAANDANPENGAWASAN

(5) Bataswaktu penyampaianlaporan sebagaimanadimaksud pada ayat (3),untuk:
a. semester I disampaikan paling lambatminggukedua bulan Juli; dan
b. semester II disampaikan paling lambat minggukedua bulan Januari.

(6) Lurahmenyampaikanlaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada
Bupati melaluiCamat.

(7) Bupatimenyampaikanlaporan pelaksanaan kegiatanpembangunan sarana dan
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan kepada
MenterimelaluiGubernur sebagaiwakilPemerintahPusat.

(4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
mi.

(3) Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)disampaikan kepada Camat dan BUDsetiap
semester.
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BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 07

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 17 l"'i!b~uari 2020

ANANG SYAKHFIANI

'1 BUPATI TABALONG,
•

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.
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ANANG SYAKHFIANI

-,\BUPATI TABALONG,

~td

BESARAN DAU TAMBAHAN
NO. KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

_(R_pl·
(1) (2) 13)
1. KELURAHAN HIKUN Rp. 366.000.000,00

2. KELURAHANJANGKUNG Rp. 366.000.000,00

I 3. KELURAHAN AGUNG I Rp. 366.000.000,00

4. KELURAHANTANJUNG Rp. 366.000.000,00
I

5. I KELURAHAN SULINGAN Rp. 366.000.000,00

6. KELURAHAN MABU'UN Rp.366.000.000,00

!KELURAHAN BELIMBING RAYA
I
Rp. 366.000.000,007.

8. KELURAHANPEMBATAAN Rp. 366.000.000,00
I

9. KELURAHAN BELIMBING Rp.366.000.000,OO

10. KELURAHAN PULAU Rp. 366.000.000,00 _j

BESARAN ALOKASI ANGGARAN MASING-MASING KELURAHAN TAHUN 2020

LAMPlRAN I
PERATURAN BUPATITABALONG
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DJ KELURAHAN YANG PENDANAANNYA
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020
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